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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mempedomani KUA
dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
adalah program pricritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi
Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Dimana PPAS ini mefiputl detall
rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanj2 daerah,
plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan programykegiatan
dan rencana pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi ndasan dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kanmun yang
dijabarkan ke dalam KUA Tahun Anggaran 2022, dan kemudian akan ditindakianjuti
dengan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan Peraturan Bupatl
Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerjz Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karimun Tahun 2022. Dimana dalam kebijakan pembangunan Kabupaten
Karimun tahun 2022 telah disusun dan ditvangkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan
dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan PPAS merupakan perumusan kebéjakan anggaran yang disusun
berdasarkan KUA PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan
yang dtandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, Substansi
rancangan PPAS meliputi urutan prioritas program/ kegiatan dan sub kegiatan serta
sasaran dan target kinerja masing-masing program/kegiatan dan sub kegiatan yang
didasarkan pada Kebijakan Umum dan pagu anggaran indikatif menurut urusan
pemerintahan, organisasl dan berdasarkan pengelompokan belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
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Tapahan dalam menyusun Rancangan PPAS, dapat digambarkan sebagal berikut:

Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam rencana kena pemerintah pusat dan prioritas serta program provinst yang
tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tabun untuk pemerintah
kabupaten/kota,

Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program, kegiatan, dan sub keglatan,

Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Priortas dan Pelafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang disepakali Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)
sebaga dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD
Tahun Anggaran 2022 masing-masing Kabupaten/Xota yang telah disinergikan dengan
RKP Tahun 2022 dan RKFD Provinsi Tahun 2022. Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran
2022 Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan:

3

Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah proviasi dan pemerintah
kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan
provinsi,

Prionitas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022,

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS APBD

Penyusunan PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 bertujuan

untuk !

1,

Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD;

2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilal usulan
RXA Perubahan SKPD;

3. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022,
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1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketige atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hufu, Rokan Hifir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoar 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4400);

5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan
(Lernbaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomer 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerfa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans!
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolsan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

wAm J‘hll'v . XW""




15,

16.

17.

18.

19

20,

21,

22.

23.

[ — 9
oritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ‘@ )
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun . < I
hun Anggaran 2022 ‘3

=

Peraturan Presiden Nomar 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolsan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nemor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (benta Negara
Indonesta Tahun 2021 Nomot 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Karmun Tahun 2015 Nomor &);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah MNomoe 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Pamang (RPIP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Caerah Kabupaten
Karnmun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Karmun Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
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24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

25. Peraturan Bupati Karimen Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupatl Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organsasi dan Uraan Tugas Badan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);

26, Peraturan Bupatl Kanmun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kena
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28);

BAB I Pendahuluan -6
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BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Kebijakan Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di daerah serta dalam rangka menj@amin terselenggaranya
otonomi yang semakin baik, Disamping itu juga diperiukan usaha-usaha untuk
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asll Daerah (PAD) baik dengan
meningkatkan sumber PAD yang telah ada (intensifikasi) maupun dengan menggall
sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang beriaku
serta memperhatikan kondisi dan potensi ekanomi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memblayal urusan
rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempunyal
sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, serta tetap
menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha
pembangunan nasional,

Ketergantungan daerah terhadap dana penmbangan baik dan pusat
maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan
pembangunan darl tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perfu
adanya usaha-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dan sektor
Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peranan sektor pajak daerah dan retribusi
daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD menjadi semakin perly untuk
ditingkatkan.,

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan pendapatan daerah melalul peningkatan mutu pelayanan

perpajakan.
3, Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber
pendapatan daerah.
BAD UL Rencans Penermasn Dacsly n-t
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Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan beberapa strategi dan prioritas
pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

1.

Peningkatan penenmaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan pajak atau retnbusi daerah serta penerimaan lainnya,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur pemenntah
agar leblh profesional dalam manajemen pengefolaan  keuangan
khususnya pendapatan daerah.

Peningkatan sarana dan prasaranad yang dapat mendukung upaya
peningkatan pendapatan daerah.

Peningkatan penerimaan daerah melalui kerjasama Instanst lintas
sektoral yang berwenang menangani penerimaan pusat.

Meningkatkan efektifitas penerimaan daerah melalui koordinasi dan
kerjpsama dengan DPRD dan Instansi berwenang untuk memperoleh
bantuan hukum dan operasional penagshan.

2.2, Rencana Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolean Keuangan Daerah pada pasal 30, menyatakan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri dari.

L

2,

3:

Pendepatan Ask Daerah, meliputi:
Pajak Dacrah
- Retribusi Daerah
- Hasi Pengelolaan Kekayaan yang Dipisashkan
- Lain-lain Pendapatan ask daerah yang Sah
Pendapatan Transfer, terdin dari:
- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah, terdei dari:
- Hibah

- Pana Darurat
Lain-lain  Pendapatan Sesual Dengan Ketentuan peraturan

Perundang-undangan,

BAB IL Rencars Penonrnasn Dasnah mn2
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Peningkatan PAD dapat dilakukan melaiul beberapa kebijakan antara lain

3. Peningkatan tarif pungutan;

b. Penyempurnaan sistem pungutan dan administrasy;

¢. Peningkatan personil / petugas pemungut;

d. Peningkatan peralatan yang tersedia;

¢. Peningkatan pengawasan secara berkesinambungan;

f. Peningkatan penyufuhan dan penerangan kepada masyarakat; dan

g. Pemberian sanksi yang wajar bagl yang tidak mematuhi aturan yang
telah ditetapkan.

Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Karimun pada Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.199.953.044.500,00 dan pada APED
Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah Kabupaten Karmun ditetapkan sebesar
Rp.1.206.899.284.740,00 sehingga menurun sebesar Rp.6.946.240.240,00,

Darl kedua sumber pendapatan daerah yang dapat dipungut di Kabupaten
Karimun, Pendapatan Ash Daerah pada Rancangan APED Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp.392.466.571.850,00 dan pade APED Tahun Anggaran 2021 ditetapkan
sebesar Rp.351.073.700.271,00 atau meningkat sebesar Rp.41.392.871.579,00.

pendapatan Transfer pada Rancangan APED Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp.8D7.486.472.650,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan sebesar Rp.823.333.284.469,00 atau mengalami  penurunan
sebesar Rp.15.846.811.619,00.

Tabel 2.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kamun Tahun Anggaran 2021
dan pada Rancangan APED Tahun 2022

m a ] o Ll

1 Postecetan Ash Dosrmh BLOTSINL271,00 M A05.571.850,00 ALBZHTLSTON0

2 Posdapeta Tranifer 121,333 204 46,00 E07 ABL 472 140,00 (1534581 1.819,00)

3 Lue-ln Poncaetan ~ s ™ Arnod
L 1 yarg SN 12 432 300.000,00 } {0 4497 30000000
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Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdin dari
pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ssh.

Tobel 2.2
Target Pendapetan Asi Daerah Kabupaten Kanmun Tahun 2022

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pendapatan don Belanjo Doerah Kabupaten Karimun
Tahun Anggaoran 2022
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Tebel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupsten
Kanmun pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dipredikst mengalami
peningkatan sebesar Rp.41.392.871.579,00 dari APED Tahun Anggaran 2021 yakn
sebesar Rp.351.073,700.271,00 menjadi Rp.392.466.571.850,00.

Untuk febih rincinya, pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan
s=bagail berikut :
A. Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Daerzh yang dapat dipungut Gan merupakan bagian dan
pendapatan asli daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp,28%.085.950.000,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp.255.238,000.000,00 mengalami peningkatan menjadi
Rp.33.847.950,000,00, Sumber pendapatan dari Pajak Daerah ini terdiri
dari;

a. Pajak Hoted
Pajak Hotel pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediks:
sebesar Rp.1.501,500.000,00. Pajak hotel yang dimaksud terdiri dan
pajak hotel, pajak gubuk pariwisata, pajak rumah penginapan dan
sojervsnyd dan pajak rumah kos dengan jumiah kamar lebiy dari
sepuluh.

b, Pajak Restoran
Pajak restoran pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022
diprediksi sebesar Rp.4.680.000.000,00. Pajak restoran yang dapat
menjadi sumber adalah pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah
makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin
sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya dan pajak  jasa
boga/katering dan sejenisnya.

¢. Pajak Hiburan
Pajak hiburan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi
sebesar Rp.607.250.000,00. Sumber dari pajak hiburan adalah pajak
diskotik, karaoke, klub maiam dan sejenisnya, pajak permainan bilar
dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan

BAB IL Rescana Peneremaan [Daerah In-s
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permainan ketangkasan serta pajak pant piat, refieksi, mand
uap/spa dan pusat kebugaran (fitness Cenler),

. Fajak Reklame

Pajak reklame pada Rancangen APBD Tahun Anggaran 2022
diprediksi sebesar Rp.1.227,200.000,00. Sumber pajak reklame
adalah pajak papan reklame/bilboard/videotron/megatron, pajak
reklame kain, pajak reklame melekat dan pajak reklame berjalan,

. Pajak Penerangan Jalan
Target Pajak penerangan jala pada APBD Tahun Anggaran 2022
Rp.16.950.000.000,00. Sumber pajak Inl adalah pajak penerangan

jalan sumbes lain,

. Pajak Alr Tanah
pada APBD Tahun Anggaran 2022 pajek air tanah ini diprediksi

sebasar Rp.80.000.000,00.

. Pajak Sarang Burung Walet
Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 pajak ini ditetapkan
sebesar Rp.40.000.000,00.

, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.243.500.000.000,00. Sumber pajak Mineral bukan Logam dan
Batuan adalab darl pajak batu granit/andesit dan pajsk mneral

bukan logam dan batuan lainnya,

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pads Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar
Rp.8.500.000.000,00.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.12.000.000.000,00 yang menjadi sumber adalah BPHTE

pemindahan hak dan BPHTE pemberian hak baru.
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B. Hasil Retribusi Daerah
Hasil retribusi daerah digrediksi pada Rancangan APBD Tahun
2022 sebesar Rp.5.110.100.000,00 mengalami penurunan sebesar
Rp.74.235.000,00 bita dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2021
Rp.5.184.335,000,00. Sumber pendapatan darl Retribusi Daerah ini
terdin dari :

8. Retribusi Jass Umum
Target retribusi jasa umum pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp.1,502.600.000,00. Sumber darl retribusi ja5a umum
Ini adafah retribusi pelayanan kesehatan, retnbusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepl jaian, dan
retribusi pelayanan tera/tera ulang,

b. Retribusl Jasa Usaha
Target retribusi jJasa usaha diprediksi pada Rancangan APBD Tahun
Angagran 2022 sebesar Rp.67.500.000,00. Sumber darl retribusi Ini
adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal,
retribusi  rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan
olahraga.

¢. Retribugi Perizinan Tertentu
Target retribusi perzinan tertentu pada dipredikss pada Rancangan
APED Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3,540.000.000,00. Sumber
dari retribusi inl adalah retribusi iZin mendirikan bangunan (IMB),
retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin
trayek untuk menyedialan pelayanan angkutan umum, retribus)
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga keria asing (IMTA),

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa target
bagian laba yang dibagikan kepada Pemenntah Daerah (Dewiden) atas
penyertaan medal pada BUMD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp.5.200.000.000,00. Terdiri dari Bagian Laba yang
Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal

BAB I1 Rencars Penersmaan Daersh n-7
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pada BUMD (Lembaga Keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
(Aneka Usaha).

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target lain-lain pendapatan asli dasrah yana sah pada Rancangan

APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.93.070.521.850,00.

Dibandingkan pada APSD Tahun Anggaran 2021 diprediksi
mengalami peningkatan sebesar Rp.7.269.156.579,00 menjadi sebesar
Rp.93,070.521.850,00. Sumber dar pendapatan inl adakah ;

3. Penerimaan Jasa Giro

BAR 11 Rescans Pevnmaan Daceah

Ditargetkan penerimaan Jasa giro pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.584.397.850,00. Sumber dan pendapatan
ini adalah jasa giro kas daerah, jasa giro pada kas di Bendahara, Jasa
giro pada rekening Dana BOS dan jasa giro pada BLUD.

. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp.500.000,000,00.

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk iain
Ditargetkan pendapatan ini pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2022 digrediksi sebesar Rp.5.435.250.000,00.

. Pendapatan Denda atas Keterflambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pada Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebhesar

Rp.100.000.000,00,

. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Ditargetkan Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.057.350.000,00. Sumber dari
pendapatan ini adalah pendapatan denda pajak hotel, pendapatan
denda pajak restoran, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan
denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak air tanah,
pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda

n-s
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pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pendapatan
denda bea parotehan hak atas tanah dan bangunan.

. Pendapatan dari Pengembalian

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan
pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.100.000.000 yang
menjadi  sumber pendapatan ini  adalah pendapatan dan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  Jaminan  kesehatan,
pendapatan dan pengembalian kelebihan pembayaran ga)l dan
tunjangan, pendapatan dan pengembalian kelebihan pembayaran
perjalanan dinas, pendapatan dan pengembalian  kelebihan
pembayaran jaminan kecelakaan kerja (IKK), pendapatan darl
pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kematian dan
pendapatan darl pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Ditargetkan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebasar
Rp.77.822.309.000,00. Sumber darl Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Inl adalah pendapatan dar BLUD RSUD dan
Puskesmas.

. Dana Kapitas Jammnan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Ditargetkan Dana Kapitass Jaminan Kesehatan Nasional {JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FXTP) pada Rancangan APED
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.471.215.000,00.

BAR L Rencans Peneruman Duersh n.9




2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Dacrdh Kabupaten Karimun pada
Rancangan APBD  Tahun  Anggaran 2022  dwperkirakan  sebesar
Rp. 823.333.284469,00 dipredikss mengalami  penurunan  sebesar
Rp. 15.322.807.310,00 jika dibandingkan target yang tefah ditetapkan pada APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8§08.010.477.158,00. Rincian Pendepatan
Transfer dapat difhat pada Tabel di bawah:

Tabel 2.3
Perkembangan Pendapatan Transfer Pemarintah Daerah Kabupaten Karimun
Totwn Angoaran 2022

| Pendepatan Transfer Pemerintan 735,563,270.000 728893673440  (6.664.597.000)

Puest
2. Dara Permbangén LA 077975 200 4,773 050 000 20.706.023.000
- Dana Tromsfer Wrnm Ui G0.0005, 750,000 108 255 048,000 41,080 268 000
« Dena Tronsfer Uemum DAL 410 694,153 200 417,642 353000 (13241, 9000000)
- Derva Trivefey Khvsis DA Pk 96321495 000 45 #1086 555 000 (52 733.592.000]
- Derwt Traeedes Xlusys DAK How Frik 25,425,360 500 123,130 041.00 23,712,151 000
b, D98 Tneaersf Dawridy 26844670000 10,640 B34 000 (16 B33 856 000)
¢, Cans Desa 45,745,625 200 34,023 B31.000 (1L 655.764.000)
Pendapatan Transfer Astar Dacrah £7,770014.469  TR.SE7.799.650  (9,182.234.819)

L pena Bogl Hees Pajak
& Paek Kaedaman Bermoior LTI5, 724207 25,000 000 090 2204275 733
b, Baa Rk Nama Kt Barmotor 16,018,872,02% 15,037 799 650 [1.881.075.076)
€. Pajak Bohan Bakir Kepdasean 16,99,117,1%0 27,600 000 050 [9.430.117.1.39)
Sertraiee

2. Pagak Ax Permidin BT 50,000 000 12,965 326
£. Paysk Sinkck L1508, 28,0 3 1150060 090 08284721

1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
A, DANA PERIMBANGAN
Target Dana Permbangan pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.684.773.998.000,00 diprediksi mengalami
peningkatan sebesar Rp.21.796.023.000,00 jka dibandingkan pada
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.662.977.975.000,00. Sumber
dan pendapatan ini adalah:

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasll (DBH)
Ditargetkan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) pada
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar

BAB 11, Rencara Peaerimnases Ducrsh n-1o
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Rp.101.095.048.000,00. Sumber dan bidang il adalah dana bagl
hasil darl Pajak Bumi dan Bangunandana bagi hasil dari PPh 21,
dana bagi hasil cukai tembakau, dana bagi hasil SDA minyak bumi,
dana bagi hasd SDA mineral dan batubara, dan bagi hasil SDA
kehutanan, dana bage hasil SDA perikanan.

b. Dana Transfer Umum — Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dan
APBN Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
sebagai "buffer/penyangga” kebutuhan fiskal/pembayaan daerah
dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Besaran
alokas DAU berdasarkan penghitungan jumlah Alokasi Dasar (AD) -
perkiraan kebutuhan gajl PNS daerah — jumiah alokasi Celah Fiskal
(CF) yang merupakan komponen sefisih kebutuhan fiskal dan
kapasitas fiscal. Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp.417.642,353.000,00.

c. Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan kepada daersh dengan tujuan mendanal
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasicaal. Dana Alokasi Khusus terdiri darl DAK Fisik dan DAK
Noa Fisik, DAK Fisik pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp.45.898.556.000,00, Untuk DAK Non Fisik Pada
Rancangan  APBD  Tahun  Anggaran 2022  sebesar
Rp.120.138.041.000,00.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APEBN yang diaiokasikan
kepads Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan  kriteria  tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbakan dan/atau
pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah
dialokaskan seeual dengan Peraturan Presiden mengenai rincan APEBN
Tahun Anggaran 2022, Dana Insentdf Daerah pada Rancangan AFBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.040,814.000,00.

RAB I, Resestu Penerimaan Dacrah -1
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C. Dana Desa

Dana desa bersumber dan APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk
memblayal penyelenggaraan pemenntahan, pelaksanaan pembangunan,
pemtenaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana Desa
pada Rancangan APBD Tahun  Angaran 2022  sebesar
Rp.34.0832.861.000,00,

2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdin dan Pendapatan Bagi Hasl yang
merupakan dana yang bersumber dan pendapatan daerah yang
diatokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertenty sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan darl
pemerintah  provinsi atau pemerintah  kabupaten‘kota lainnya. Pada
rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah
pemerintah Kabupaten Karimun Transfer Antar Daerah bersumber hanya
darl Pendapatan Bagi Hasi darl Pemerintah Provinsi sebesar
Rp.78.587.799.650,00 diprediksikan mengalami penurunan  sebesar
Rp.9.182.214.819,00 jika dibandingkan dengan target yang telah
dipredikskan pada APBD  Tahun  Anggaran 2021  sebesar
Rp.87.770.014.469,00, Pendapatan Bagl Hasil darl Pemerintah Provinsi
terdii darl dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar
Rp.25.000.000.000,00. Bagi hasi bea balik nama kendaraan bermotor
sebesar Rp.15.037.799.650,00. Bagl hasil pajak bahan bakar kendaraan
bermotor sebesar Rp,27.000.000.000,00, Bagl hasil pajak air permukaan
sebesar  Rp.50.000.000,00 dan bagi hasil  pajak rokok sebesar
Rp.11.500.000.000,00.

NAB 1. Rencana Pererimzse Daersh n-12
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Secara keseluruhan Rencana Penerimaan Daerah pada Rancangan
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:
Tabel 2.4
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022
L Pendapatan Asll Dacrah 331078700271 392466571850 AL 292871579
11 Pesdopeton Pigek Caaah 255.233.000.,000 289.005.553 %0 J38 55500
§.2 et Ryl Daersh 5104535000 5110 300.000 (74.235.000)
52 Hasi Forgektsen Kolrgan Dsecah 4850 Do S350 Ind 240000
parg Dgxsataan
19 La-lan Perdagatan Ak yang Sah S5BRLMSZTL G4 AT £623.113.40
2. Pendupstan Transfer N23.333.284 469 $07.486.472.650 (15.040.822.819)
31 Pondapatas Translie fomenatay 135563270000 128.624,67). .0 (6.661 557 000
fusat
22 Fengapases Trersfier Aar Deevak 7,070 034959 7R.597, 7w 250 (3.482.219819)
BAS [1. Rencans Pessnimaan Dacrsh n-is
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BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Konsep dasar pembangunan di Kabupaten Kanmun bermula dari konsep
empat azam pembangunan yaitu Pertama Azam Pengembangan Exonomi yang
Herdumensi Kerakyatan, Kedua Azam Peningkatan Sumber Daya Manusia,
Ketiga Azam Peningkatan Iman dan Taqwa, dan Keempat Azam
Pengembangan Sem dan Budaya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah  diakukan
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
dan capaian kinérja yang direncanakan dalam RPIMD, identifikasi su dan
masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendansan dan hasil musrenbang RKPD
Tahun 2021, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah

Tahun 2022,

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan daerah Tahun 2022 sesual dengan kewenangan masing-masing
tingkatan Pemerintah Daerah, mendanal pelaksanaan urusan Pemeriatahan
Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah
serta dalam rangka penerapan tatanan normal bary, produktf dan aman
COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, balk aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanal pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk
mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas,
unsur kewalayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, Kebijakan
Belanja Daersh memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan
memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan
publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib
mengalokasikan belanja untuk mendanal urusan Pemerntahan Daerah yang
besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan, antara lain aslokasl belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, pengawasan, peningkatan kempetens: sumber daya manusia,

Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sangat
penting untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan dengan
pencapaian sasaran, dan priontas program pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RKP tahun 2022 yang disesuaikan dengan kewenangan
pemenntah daerah. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022
disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan fangka menangah
RPIMN 2020-2024. Priontas Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2022 menjadi bagian tak terpisahkan dengan melakukan sinergitas dan
penyelarasan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan
pricritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tshun 2022  dengan
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan tetap
memgriortaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Tema pembangunan RKP 2022 adalah
" Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural™ yang dijabarkan kedalam
7 prioritas, yaitu:

1. Memeperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi  kesenjangan dan
menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;

4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;

6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan
perutsahan ikism;
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7. Memperkuat Stabiltas polhukhankam dan transformasl pelayanan
publik.

Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, maka fokus
pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha
mikro kecll menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah
karbon, reformasi perindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan,
serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapal pada
Tahun 2022.

Penyusunan RKPD di tujukan untuk mewujudkan  perencanaan
pembangunan daerah yang sinergr dan terpadu antara perencanaan
pembangunan nasional, pemerintah provinsl dan pemerintah kabupaten/kota.
Penyusunan RKPD Juga memperhatikan beberbagai dokumen perencanaan
pembanginan sectoral nasional maupun daersh termasuk pertaruan perundang
mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelamutan (TPB)/
Sunstaineble Develompen Goals (SDGs), Penyusunan prioritas dan kebijakan
RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, isu - isu
strategis yang akan dihadapai pada tahun 2022, pokok — pokok pikiran DPRD dan
usulan stakeholder terkait,

Sesuyal dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi
Perencanaan dan Pengaggaran Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun 2022
diaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja
berdasarkan pendekatan money follows program meaiualui penganggaran
berbasis kinerja, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih
holistik, integrative, tematik dan spasial darl berbagai program prioritas yang
sejalan denga visl misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan dari mony follow
program adalah untuk mewujudkan hasl pelaksanaan pembangunan yang
langsung dapat dirasakan manfaatanya oleh masyarakat luas.

BAB (1L Pricois Belasga Dacrah m-3
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Pada penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2022, penajaman
dilakukan terhadap Prioritas Pembangunan, sebagai berikut:

1. Pernulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan
Ketahanan Pangan;

2. Peningkatan Kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, pendsdikan
dan Ketenaga Kerjaan;

3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadiian;
4, Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas
Pembanguan Provinsi dilihat pada lampiran 3.1.

Tabel 3.1
Sinkronisas! Keblijakan Pemerintah Kabupatan/Kota
dengan Prioritas Pembanguan Provinsi

A INDIXATOR
FILOATTAS PROVINS PROGRAM XINERIA S0 PELAKSANA  KET
Aemantapen keor| selagal  Program Pengembangan Rasio bucays yeng Dinas Parwesata
Bunds Tanah Melsyu Kebudsysan gkarbangkan dan Kebudwaan
Program Pengedangan FA50 kiasenian Dinas Fanwsala
Kesessan Tradisonad lrachsnal yarg dany Kebudarpaan
disembangan
Program Pemanntshan Con  JumBh kegiatan Baglen Kesra,
Kesejabberaan Rakyat pemeriahan daa Sekretarat Deerah
heseqatiterasn racyal
nirghatan pendagatan Arogram Pementan Umaye  Persanlase Capaan Dinas Ke=zhotan
Jan kaktas Nidup Yesonatan Perorangan can  Standar Pelayanan
nasyarakat Upaya Kasehatan Masyarakatl  Minimad
Program Peningkatan Rawo Tenaga Medis per  Dinas Kesenatan
Kapasitas Sumber Ooys Jumizh Penduduc
Nanusis Kesshatan

Frogram Saddan Fammasl,  Persendase prodck dat Divas Kesshatan
Alat Kesehatan Oan Makanan  kesehatan dgan PRRT ol

Minuman porecaran yang

memenuhl sysat
Frogram Pemberdayasn Posyanch: Astl Donas Kesehatan
Masyarsat Bdang Purnaena dan Manai
Keseraian
Srpgram Pengeliolean 1, Anghks Partisped! Dinas Fendoran
Percidian Kasar
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mfrastruktur dan
Ingkuran yang
berkualitas

Progreae Penadic dan
Tenage Kepengidhan

Frogram Pergncansan
Lnghungsn ridup

Srogram an
Pencamann Dan/Atau

Kensakan Ungkungan Hdup

Program Pombinzan Dan
Pangawasas Terbadap 1zn

Lngeungan D 12in
Perindungan Dan

Program Pengdoiasn
Sumber Carya Ar (503)

Pengscam [an

Fregram
Fengembingan Sstem
DrRNase

Program Fengembangan
Permusiman
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INDIXATOR
KINERIA

2, Angka Pertispasi
Mum

Persantasl Guru
Tersertificas!
Teraksanama

Perencanaan
Linghungan: Hidwp

Indeks Sandar
Femenuhan Kuaktas
Lingkurgan Hdup
Tarleksana iy
Pembedan dan
Pangawasan TeMadap
Ton Ungsungan den
Izin PRLH

Tenaksanaws
Pangeionen Sampah

1, Persertase songei

daam Anncksl Dak

2. Persertasa RINGIN

rgasi calam kondsl
baik

PRramase panjang
granase dalam konasi
bk

Parserease sirans dan
prasatana pamukaman
yang terpenuiy

Program Renatasn Bangunan 1 Persentase

Gedung

Frogram Pemyelenggaraan
Julan

Program Pempeiangganan

Penatasn Ruarg
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perrshoean (M8
yang ciksioarken
resamenday

2 Persentase seduficat

ik fungs bagunan
yang chiertiian

L. Fersentase pargang

»an lebupxian
caiam kondes
maniap

2. Persentase panang
Rlan aspy dalam
konais: taik

osotase

pemaniastan Lata
uang yang seuel
dengan @ta nang
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SKPD PELAKSANA

Cinas Pengidian
Dinas Pendidian

Cvias Lnghangan
Hicup

Dinas Lingeungan
Hdup

Dinza Unghungen
Haup

Dwigs Lingkungan
Hdup

Dnas Peceviasn
Usum dan
Penatasn Ruang

Dinas Pekerjaan
Uroum dan
Manataan Rwang

Oinas Pekerioan
Umum dan
Penataan Reang

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Cwnas Pekerjoan
Umum dan
Penaisan Ruang

Dwnas Pekeryaan
Umum gan
Penaztasn Ruang
Onas Pekaasn
Umum gan
Pea@an Ruand

Dinas Peerssan
Lewam, can
Pora@an Ruang
Dwas Pakerjaan
Umum dans
Fenataan Ruang

KET



] Peningiatan beungguwan
G Odang kerantiman

5 Pemantapan Uaa eeiols
pemaratahan

penyusunan Rancangan Kerja Kabupaten Kanmun Tahun 2022 merupakan
upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Kabupaten Karimun,
memanfaatkan berbagal sumber daya yang terseds secara optimal, efisen,
efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil

Srogram Pengaoan
Perkanan Tanghap

Programm Pengeiotaan
Perscanan Buddaym

Program Pengeiolan
PelyyerBn

Prograrn Adrnatras Umum

Program Pengarshangan
Sumber Daya Manuda

Frogram Kepagemaun

Frogram Pemansgang Urusan
Pemenntahan Deerah
Kahupaten/' ¥ots

Program Peryslengiaann
Peogamnsen
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Dras Perhubungan
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Bupatl Karmun. Sebagal dokumen perencanaan tahunan, rancangan keraja
menggambarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam fokus,
program dan keglatan pokok pembangunan untuk MENCapal sasaran-5asaran
pembangunan, Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria
sebagal berikut: 1) Memiliki dampak dan daya ungkit yang besar terhadap
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 2) Memiliki sasaran dan indikator
kinerfa yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat; 3) Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan peating untuk segera
dilaksanakan; dan 4) Realistis untuk dilaksanakan dan diselesalkan dalam kurun
waktu satu tahun,

Rancangan Kera mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah, mengingat.

1 Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja pagu indikatif. kelomopok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung
Jawab yang walib dilaksanakan pemerintahan daerah calam 1 (satu) tahun;

2 Secara normatif, menadi dasar penyusunan Kebjjakan Umum APBD [KUA}
dan Prioeitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dusulkan
cleh kepala daerah unluk disepakatl bersama dengan DPRD sebaga
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
(R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk pemingkatan kinerja pemerintahan
di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah
dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD;
dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capa@an kinerna
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
datam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah
pembangunan atau  kondisi masa depan daerah yang ingin dicapal
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(desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang
diemban. Visi Kabupaten Karimun penode 2021-2026 adaah "Terwujudnya
kabupaten karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan
berlandaskan iman dan taqwa”.

1. "Pusat pertumbuhan ekonomi”

Bahwa adanyas kawasan strateqis nasional di bkdang ekonomi, nantinya
diharapkan memillki pertumbuhan ekonomi dengan intenstas tinggi yang
ditanda: dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomizn berupa
Industri, kegiatan UMXM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan,
pertanian, pariwisata dan perdagangan maugun Jasa, dengan memanfaatian
seluruh potensi fokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dinnya sebagal penggerak
pertumbuhan ekonomi bagi wilayah kain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya
diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
yang berada dl beberapa titik di hser Pulau Karimun, sehingga aktivitas
perekonomian  penduduk  dirasakan oleh seluruh masyarakat Kanmun
Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang
dilandasi nilai-nilai kebenaran, tdak bersifat sewenang-wenang, bersifat
proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah,
artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan
setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melaiu
pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk
memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdaysan koperasi dan
UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan kemerataan ekonomi.

2. "Berkeadilan”
Bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak
gecgrafis dan sumber daya yang ditandal dengan terdistribusinya  hasit
pembangunan Secara merata, lepat sasaran & selurvh wilayah, sehingga
menghilangkan  kesenjangan  antarwilayah/pulau dan  menghilangkan
diskriminasi serta berbagal bentuk ketidakaddlan dalam masyarakat. yang
pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

BAB TIL Proeites Belanfa Daecsh -3
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Kabupaten Kanmun,

3. "Berlandaskan iman dan taqwa”

Bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya
untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang
diringl dengan akhlsk dan moral baik. Upaya inl menjadi <emakin
menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi
semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga
nilal-nilat agama diharapkan dapat menjadi penaps dan berbagal pengaruh
negatif, sekaligus memperkukuh Insan yang berakhlakul karimah.

Kabupaten Kanmun menetapkan tema pembangunan tahun 2022 adalah
‘pemulihan ekonomi dan kesehatan serta pemerataan pembangunan
kabupaten karimun yang berkeadilan® dengan pricetas pembangunan sebagal
berikut

1 Pemulihan Ekonomi Melaks Pemberdsyaan UMKM dasn Penguatan

Ketahanan Pangan,

2 Peningkatan Kualitas SDM Melalul Panguatan Kesehatan, Penddikan gan

Ketenagakeraan,

3 Percepatan Infrastruktur yang Beckeadlan. sarta

4 Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bak,

Prioritas Pembangunan Derah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat

pada lampiran 3.2.
Tabel 3.2

Prioritas Pembanguan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Fesgemoanaan  Ekonomi Program Pesberdayoan Farsariasn perangkian

Kioxt dan Perbedaraan  Sosal hsoitas pemberdaysan

Masyarmkat sasal
Program Permberdaraen Pocsentass Bumdes akf, Qs
Lembegs Kemesyarakatan  Parentase Lembaga yang  Pemberdoysen
, Lemiaga Acat, G bespean Masyarakat Dasa
Masyarakal Haboam Adat
Frogram Pevberdayasn Persentise UNKM yang Dinas
Usan) Menergan, Usahs berkembang Padiagangan,

BAR 171, Prioreas Bclasja Daeeah n-9




MABUPATAEM

Puinghatan Tats kekia
Pamerntah

Peningkatan Kualtas Hdup
dan Pelyanan Dasal

PROGRAM

Kecil Dan Usaa Mo
(UMEM)

Program Pengemsangan
LM

Program PembeSnasn
Dan Perrdungan Xoperasl

Prograem Penguiciamn
Pernkanan Tagkap

Program Pergeiisan
Partianen Budidaye

Frogram Penoshoiass
Sumber Davya Beromi
Umuk Kedsdatan Dan
Kemandinen Pangsn

Prograny Penngiatan
Drversfikasi Dan
Ketahans Pangan
Masyaraiat

Frogrom Adminisiras
Umum

Program Pergemiangan
Sumber Daya Manusia

Program Kepegawaan
daeran

Program Penumang Urusan
Pamerintahan Daerah
Kabupatery Kota

Program Pemrydienggorssn
Pangawasan

Program  Pesumussn
Pendampingan
Dan Asistenst

Pragram Pesnenuhan
Upaya Kesehatan
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1. Tersediarvya Peraturan o
Didary pengasasan
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Agstera dan
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Tinas Penkanan

Dinas Pangan dan
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Diras Pangan den
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Sehrsariet
Daemh dan
Sekrgtarat DFRD

Badan
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Pangembangan
SOM

Badan
Kepegawaien can
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oM
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Inspeltorat
Daaran

- 10




Ferngestan N
EageTuaan
Peeznes Ser 0&°

Prograen Penoch dan
Tensga Nependcian

BAS TTL Proeizs Belanjs Daerah

dan Plafon Asggaran Sementara (PPAS)
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
Anggaran 2022

Raso Tenegs Moch. per
Jumish Pendudub

Peryarmase froock et
eseheten, (N PYRT ©
peradarsn yang Mameru

Posyancuy Artf Pumama
can Mandin

1. Angha Parispas Kass:

1 AnQwa Permmpes Marts

Persanias Gury
Tarsertfhas

Rasio butays yang
Siambangkan

Rase kasenan radisons!
yang Ckemdengian

Jurmah RgaEn

EmsaEEEAN Aryar
Teraisananys

Indaxs Standae
Lrgkungan Houd

TacRksananys
can Fenganasan Terhacap
J3in Lingkungan dan Lon

Oings Kesshaleh

D bssmhiatar

Oinas Kasahstae

Cnas Ponciciian

Ownas Fendaman

Dines Sarwise
dan Kabudyyaan

Dinas Faowisss
dan Kabudaysan

Bagan €253,
Seicretarist

Dmas Ungeungan

Deas Lngiungsn
Mdup

Cnas Lngiesgan
Midep

Dinat Lnghungan
Haup

Diras Pekerjaan
Pen=san Susrg
Dwnas Pekensan

umum gan
Penataan Rusng

o

Cragea




n Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Karimun
Anggaran 2022

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah adalah plafon
anggaran vang berisikan masing-masing urusan dar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi. Adapun
perubahan plafon anggaran sementara masing-masing OPD dapat ddihat paca
Lampiran.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program kegiatan
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 dituangkan secara deskriptif dalam
bentuk tabulasi dan dapat dilinat pada Lampiran.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Piafon anggaran sementara untuk belanja operasl, belanja modal, belanja
tidak terduga dan belanja transfer Kabupaten Kanmun untuk Tahun Anggaran
2022 dapat dilihat di bawah Ini:

HAT TV, Pladon Anggaran Sewereacd Nerdasackan Unisan Parcranidh dae Progrm,/ Kegatm vl
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